BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR I6 TAHUN 2023

TENTANG

PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI.DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN
BENCANA ALAM SERTA MASYARAKAT YANG TERKENA RELOI{ASI PROGRAM

Menimbang :

Mengingat :

PEMERI NTAH DAERAH -

DENGAN RAHMAT 'I‘UHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULU KUMBA,

bahwa dalam rangka penanganan rumah yang terdampak
bencana .alam atau. yang terkena relokasi program
pemerintah berupa penyedman hunian yang layak bagi
masyarakat;

bahwa untuk kelancaxan dan tertib administrasi

‘pelaksanaan program. dimaksud, diperlukan petunjuk

pelaksanaan pemberian bantuan penyediaan rumah layak
huni bagi korban bencana alam dan bagi masyarakat yang
terkena relokasi; .

bahwa berdasarkan pert:.mbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati ‘téntang - Penyediaan Rumah Layak Huni dan
Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam serta Masyarakat
yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah;
Undang-Undang - Nomor 29 Tahun 1959 tentang
pembentukan Daerah, Tingkat II di Sulawesi (Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 1822); o g

Undang-Undang - ‘Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesm Nomor 4723);

Undang-Undang 'Nomnor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia - Tahun' 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah
Susun (Léembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5252) sebagmmana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor - 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Nega.ra Republik Indonesia
Nomor 6573); vig 8 o

Undang-Undang - - Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lernbara.n Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir 'dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia, Nomor 6856),

g W (17 X

= A CTTE . e



10.
11:

12,

13.

14.

Peraturan Pemenntah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
101, tambahan Lembarsm Negara Republik Indonesia Nomor
5883) sebagaimana ‘telah diubah dengan Peratudan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara' Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
22, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6624}; ' !
Peraturan' Pemerintah., Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan = Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43,
Tambahan = Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Nomor 4829); _

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan 'Pengelolaan Bantuan' Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44,
Tambahan = Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4830);

Peraturan Menteri Peket:]aa.n Umum dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia' Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar
Teknis Standar Pelayana.n Minimal Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat; . |

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan K Standar Pelayanan Minimal (Berita

‘Negara Repubhk I nddnesua Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Badan Nasiorial Penanggulangan Bencana Nomor
4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana
Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba
(Lembaran Daergh ‘Kabupaten Bulukumba Tahun 2012
Nomor 21); ‘

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun
2014 Nomor 9); -

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun
2019 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Daerah kabupaten Bulukumba Tahun 2019
Nomor: 8),

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN RUMAH LAYAK
HUNI DAN REHABILITAS], RUMAH KORBAN BENCANA ALAM
SERTA MASYARAKAT' YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM
PEMERINTAH DAERAH

i
| BABI -
KETENTUAN UMUM
: Pasal

Dalam Peraturan Bupatl ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bulukumba

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Daerah adalah Kabupaten Bulukumba. ;
Bupati adalah Bupati Bulukumba.
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5. Perangkat Daerah adalah unsur’ pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
- Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah menurut asas
~ otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945,
6. Dinas adalah Perangkat ~Daerah .yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ‘perumahan rakyat, kawasan permukiman dan
pertanahan, 3 ot n . :
7. Badan Penanggulangan Bencana Dacréh--yang selanjutnya disingkat BPBD
adalah Perangkat Daerah ' yang ‘menyelenggarakan wurusan di bidang
penanggulangan bencana daerah. . . '

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mewakili batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan .mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Kelurahan adalah bagian 'wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat
Kecamatan. e b '

10.Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa.

11.Lurah adalah Kepala Pemerintahan Kelurahan.

12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

13.Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang berupa gempa bumi,
tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan
dan alam, serta tanah longsor.

14.Penerima Bantuan adalah masyarakat iyang terdampak bencana alam yang
rumahnya rusak dengan tingkat. kerusakan rusak ringan, rusak sedang,
maupun rusak berat dan-atau masyarakat yang terkena relokasi program
pemerintah. 0 % g

15.Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau
meninggal dunia akibat bencana. = !

16.0rang yang terkena Relokasi Program 'Pemerintah adalah orang atau
sekelompok orang yang dipindahkdn pada hunian sementara di lokasi baru
karena adanya kebijakan program pemerintah dengan jangka waktu tertentu.

17.Rumah adalah bangunan Gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang
layak huni, sarana pembinaan- keluarga, cerminan harkat dan martabat
penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. -

18.Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Alam adalah
serangkaian upaya kegiatan penanganan rumah korban bencana alam untuk
kriteria rumah rusak ringan dan sedang.

19.Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi ‘Korban Bencana Alam adalah

serangkaian upaya kegiatan membangun kembali rumah korban bencana
alam untuk kriteria rumah rusak berat.,

20.Penyediaan atau Rehabilitasi bagi Korban Bencana Alam adalah Bantuan
Stimulan yang diberikan untuk diguriakan dalam membangun kembali atau
memperbaiki rumah korban bencana alam.

21.Hunian Sementara adalah hunian yang disiapkan bagi orang atau sekelompok
orang yang terkena relokasi atas kebijakan pemerintah dengan jangka waktu
tertentu. A w s

22.Penyedia jasa adalah 'pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa
berdasarkan kontrak. L -

23.Swakelola adalah cara memperoleh blaréng/ jasa yang dikerjakan sendiri oleh
pemerintah daerah. =~ Pl

. BAB Ii
MAKSUD DAN TUJUAN
| Pasal 2
Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk/pedoman bagi
penerima bantuan dan pihak terkait dalam melaksanakan penyediaan rumah

layak huni dan rehabilitasi rumah Korban ,Bencana Alam serta Masyarakat yang
terkena relokasi program Pemeérintah Daerah. :
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J Pa_sal 3
Peraturan Bupati ini bertujuan agar penyediaan rumah layak huni dan
rehabilitasi rumah Korban Bencana Alam serta Masyarakat yang terkena relokasi

- program Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.,

BAB III
. RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini melipuli:
a. persyaratan penerima; dan "
b. pelaksanaan program.

Pasal 5

Penyelenggaraan penyediaan .rumah layaklhuni dan rehabilitasi rumah quban
Bencana Alam serta Masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah
Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

: . BABIV
PERSYARATAN PENERIMA
Pasal 6
(1) Pemberian bantuan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah
Korban Bencana Alam dengan persyaratan sebagai berikut:
a.warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga berdasarkan identitas
kependudukan dan Kartu Keluarga;
b. bukti kepemilikan dan penguasaan tanah yang jelas dan sah antara lain:
1. sertifikat; . Mo oo m O '
2. akta jual beli; ' J :
3. bukti penguasaan tanah yang sah seperti surat keterangan dari pejabat
terkait (kepala desa/lurah/camat/PPAT).
¢. tidak memiliki rumah atau memiliki: dan menempati satu-satunya rumah
dengan kondisi tidak layak huni, yang dibuktikan dengan surat pernyataan
bermaterai dan diketahui pemerintah setempat;
d. terdaftar pada data korban.bencana alam yang diterbitkan oleh BPBD;
e. bersedia berswadaya bagi yang mampu.
(2) Pemberian Bantuan Penyediaan Rumah yang terkena Relokasi Program
Pemerintah, antara lain:.’ BR T
a.warga Negara Indonesia berdasarkan 'identitas kependudukan dan Kartu
Keluarga; ' , ve. 4§

b. penghasilan di bawah Upah Minimum Pemerintah Daerah, dibuktikan
dengan surat pernyataan bermaterai dari pemerintah setempat;

c. tidak memiliki aset tanah dan/atau ‘bangunan yang dibuktikan dengan
surat pernyataan bermaterai dan diketahui pemerintah setempat;

d. bersedia mengikuti aturan yang dipersyaratkan.

BABV -
PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 7
(1) Petunjuk pelaksanaan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi

Korban Bencana dan Masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah
Daerah meliputi: & i g Y ;

a. penyusunan proposal usulan dari Desa/.Kelura.han;
b. verifikasi dan sosialisasi penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi

rumah Korban Bencana Alam serta Masyarakat yang terkena relokasi
program Pemerintah Daerah:;

¢. penetapan penerima bantuan; dan
d. laporan pertanggung jawaban,
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[.’2) Petunjuk pelaksanaan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) untuk:

a. penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah Korban Bencana
Alam serta Masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. pelaksanaan kegiatan penyediaan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dapat dilakukan melalui swadaya, swakelola atau jasa

pihak ketiga dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. .

i Pasal 8

Jenis Pelayanan yang d1benkan kepada masyarakat yang terdampak Bencana

Alam atau terkena Relokasi Program Pemerintah, meliputi:

a. penanganan tanggap darurat yang 'didasarkan pada Keputusan Tanggap
Darurat yang ditetapkan oleh Bupati; atau

b. dalam hal tidak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Tanggap Darurat,
Layanan bagi Korban Bencana 'Alam atau Relokasi Program Pemerintah dapat
dilakukan dengan berdasarkan pada Keputusan pcrietapan penerima
bantuan korban bencana. alam atau reloka51 program pemerintah dari
Bupati;

c. fasilitasi pendampingan __apabl_la dlbutuhkan pada penanganan yang
dilakukan oleh orang atau .sekelompok orang secara swadaya,

d. keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,
didasarkan atas kajian atau rekomendasi:dari BPBD.

. BABIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setlap orang mengetahumya, memenntahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatan dalam Benta Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
padg] tanggal 22 Jum 2023

MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba.-
pada tanggal 2% Jum 2023

S RIS DAERAH KABUPATEN: BULUK'UMBA

b

MUH. ALI SALENG

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023 NOMOR 16
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FORMAT 1

KOP DESA/ __.ﬁ_r.dwbmbz

SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN/PENGUASAAN HAK ATAS TANAH
MNOMOr: wuoireon AN 0 R cevaeaan

Yang bertanda tangan ini:

Nama
Jabatan
Alamat

Berdasarkan daftar  riwayat Sdmﬂ@omm\‘_ﬂhﬁcwmrms vveiwreriiniinane.., Kecamatan
..................... \ Wm,cctmﬁa:bﬁoﬁm etreerieeeiainenees. PIOVINSI cevrreerieeeenen

dengan ini menerangkan vwrém

1. Sebidang tanah Bm:w&mﬁ:mm&. B il .. (Penerima Bantuan),

berupa tanahkering seluas Bw %mmwu batas-batas:
Utara : : L i

Timur : -
Selatan :
Barat o g 2
Sungguh-sungguh adalah hak- milik dari/dikuasai oleh:

......................... (diisi nama Penerima Bantuan)
AlAMAL. oo eaeanns .:._::r Desa/Kel. oicciiivesiniinss 5
Kecamatan  .......... R e Kabupaten/Kota.......cocvnnen... 4

Provinsi..............

2. Pemilik/penguasa tanah tersebut adalah warga Negara Indonesia,
PEKEIIRAN 1 scursenvvinsva e e _

3. Tanah tersebut adalah .benar atas' nama ........... (Penerima  Bantuan)  dan
tidak menjadi woqmo__mEmn aodmmﬁ v%mw lain, baik mengenai haknya maupun
batas-batasnya.

4. Tanah tersebut. digunakan E.,Ew unEBmﬁm:
5. Petuk D, Girik, leter C, Pepipil, Sertifikat Tanah, atau sejenisnya atas
tanahtersebut tidak ada karena: (hilang/musnah/rusak/tidak tertib *)

.............

g _w:m.ﬁhmm

_ n_rwﬁ_m lengkap dan tanda tangan)

Y
il

*) Coret yang tidak perlu

oY)
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JATA KERUSAKAN RUMAH
Bagian Bangunan Struktur

-Rangka Atap
~ (RA)

Balok (B)

Tiang
Penyangga
{(Kolom) (K)

O Miring O Retak 0O raﬁnm_

0 Miring O

O Miring O

Retak . [ - Patah

‘Retak. O Patah

Bagian Bangunan Non Struktur

Dinding (D)
Genteng (G)
_E&o: P)
Lantai (L)
Pintu (Pi)

Jendela (J)

O Retak O Lubang O mn,uou_ﬁ

O Retak 0O

0 Rembes O

O Retak 0O

O Retak O

O Retak 0O

Keterangan Kategori:
<30% = Rusak Ringan
31% - 45 % = Rusak Sedang
>46% = Rusak Berat

Pecah O

Lubang ' O

. ncu.mﬁw O

Patah [ -

woo_mr: O

FORMAT 3

Persentase Ka
tegori
Kerusakan €
|
|
i
Persentase .
Kategori

. Kerusakan

rn.vm..,m

Lepas

rn.vm.m

Lepas

g _.;_%m_m

T




FORMAT 3

Sl DATA RUMAH TANGGA
WILAYAH : .

Provins! PROVINS1 SULAWES| SELATAN

Kabupaten/Kota KABUPATEN BULUKUMBA ¥

Kecamatan []XECAMATAN GANTORANG [ JKECAMATAN UIUNG BULU []xecamaTan BONTO BAHARI

. [Ckecamaransonto o [ JKECAMATAN HERLANG [CJkecamaTan kasanG

[CJkecamaran Butukumea [ JKECAMATAN KINDANG [ ]kECAMATAN USUNGLOE

. [CIxecAmaTAN RiAUALE :

Desa/Kelurahan | o

ADMINISTRASI ¥ |

Nama Lengkap Kepala

Rumah Tangga

Nomot KK |

NiK |

Jumlah Keluarga (k) |

Alamat Rumah (Nama = g s

lalan, Nomor Rumah, 4 | ‘

RT, Rw, Dusun DLL) B, x4 "o

Umur (Tahun) | > : e eae

Pendidikan Terakhir || TIDAK PUNYA LIAZAH [Jsorseoeraar [ Jsmpsseperasat
[Isma/stoerasat Coyozps + + .. [Joass1

lenis Kelamin [raki-tan " [Clrerempuan

Pekerjaan [ens o [Jeumne [ Jmureorsi
[CIxarvawan © [wiRausana .. [CJreram
[CIsurut Harian © 0 [newavan . [Jouexssorir
[CIeramuwisma : [Cuansiazir! - [CJTukaNG/MONTIR

Penghasilan Perbulan Dv 4,2 JUTA ik e _H_.w.q -42JUTA Dm.u -3,6JUTA

(Rp) [Ja7-310u1A - [Je2-261ta° [Jae-211utA
[J13-181uta [Clo-1,21uma

Status Kepemilikan [ Imiuk senomi [Cxontrak/sewa: []BuUKAN MILIK SENDIRI

Rumah S

Aset Rumah Ditempat [_]ADA . - [Jmoakapba ot

an””um Kepemilikan D.{___.:n mmz_u"xm , _H_xOZ._.m}x\mmih. Dm__..:_gz MILIK SENDIRI

H”H“aa_: Ditempat [_]ADA - [noax aoa

s [JUSTRIK PLN DENGAN METERAN [ |UISTRIK PLN TANPA METERAN [ |LISTRIK NON PLN
[ Jsuxan usTrik O ¢l

Bantuan Perumahan [ _|YA,>10TAHUNYANGLALU [ vA< 10 TAHUN YANG LALU []BELUM PERNAH

DATA SPASIAL ; .

Jenis Kawasan [[rawasanrawa ar . . [JKAWASAN KUMUH [k
[CJxsen .- [loaerasi TeRTINGGAL, TERPENCIL [_]KAWASAN PERBATASAN
[ JkawAsaN PESISIR/NELAYAN * [_|PULAU-PULAU KECIL/TERLUAR [ JKAWASAN TRANSMIGRASI

Fungsi Ruang [ ]perumanan P [ JNon PERUMAHAN

Nama File Foto [ . |

Longitude | _

Latitude | ; o




FORMAT 3

myﬂ’u LAYAE
DE.R LETAL
[ iacaniavas
[ Jacas wavas
[T anan
[Tlasas wema
T [asaxianan
" ; D.bt LATAL
[ Laras (v avas
Matetiat Lonaw Yoy [ Jainisns (T st s [T lessmisn
DE»% Tlaaw [Tleasss
Ttk
[ Dcﬁ& [ niis vasna [ laas anas
[Cloman woss [ Jreas canaa
Mataripl Giowing Tavsan || 1etansg T heax wasans; [ lnssrenan anssiins bausy
- [ Janankan padis [ sasians
[Clwasma M amsna
P — [ Jearas T s anae £ o anas
[ Juwnans onas C CThveas caeaa
Wearecret Alep Yarias | J0tneting {lasaes [ TJsaws
Dk AN Gwri m”..a?..af [ TRUNES
i Tlesnmmas [ lansomss
Bl Mag - [ hamenesss i aras
muaﬂg AR «Hu;g ok
LAY MR SAMIA
Lindd B amah (8427 H i "
bt Tanat pAalE £ - !
Lniah Fengtus iemih § i |

AN A hanseitae
Rl A Wb

[ lronss
i
i .

RS

terin damsanaves | AR AbS3a

weeiy TP T B.grxt
T Joians tasse

JARAE SARS b TRA
ARSLS SAMITAR
Eaenat Basd dan

LA LA

Torgge Pesstans |
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P LAMPIRAN FORMAT PENILAIAN KUALITAS RUMAH

ADMINISTRASI

P

g o [

~



FORMAT 4
AMPAK RUMAH
/070 TAMPAK DEPAN
EQTO TAMPAK SAMPING KIRJ EQTQ TAMPAK HELAKANG
STRUKTUR EKSISTING

M |V |G




| [ rormaT4 |

ST ETRUKTUR EXSISTING ,

e




_ L FORMAT 5
REKAPITULASI HASIL SELEKSI CALON PENERIMA BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI
BAGI KORBAN BENCANA ALAM/ BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA*)

Desa/Kelurahan :
Kabupaten/Kota :
Jumlah Penerima Bantuan : Oran
Nama - | Kelengkapan dan Kebenaran
N Calon Nomor _ - Catatan
A Penerima | BNBA NIK P_Eﬁmﬂ.. ,
— Bl B2 B3| B4 B5
1
2
n
Keterangan:

= tersedia /memenuhi /layak, x = tidak tersediatidak memenhiltidak layak
B1. Bukti kepemilikan/ penguasaan tanah ?:Ew korban unsom:mv

B2. Belum pernah mendapatkan bantuan ﬁoﬁﬁmrmn

B3. Penghasilan per bulan

B4. Persentase Kerusakan

BS5. Terdaftar pada data korban bencana alam yang diterbitkan oleh BPBD (untuk korban bencana)

O [ T 3= Y 20
Mengetahui, " . Perwakilan Calon Penerima Bantuan,
Lurah/ Kepala Desa....... ezt . :

Stempel :

Cosiscnasussmsenmonninmnnsnssns .r) o o I )

Mengetahui/Menyetujui, Gl W W TR Mengetahui,
Pengguna Anggaran = - e - Hun.u abat Pembuat Komitmen

Stempel _

oo b SR B ) PRI R S )

*) Coret yang tidak perlu

] 4 |V | A1 X
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- SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI %WOQF}K BANTUAN RUMAH LAYAK
HUNI BAGI KORBAN BENCANA ALAM/ BAGI MASYARAKAT YANG
TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA?*)

Nama

Umur $ Tahun
Pekerjaan

Alamat R §

Desa/KelurahanKecamatan Kabupaten/KotaProvinsi

dengan ini menyatakan:

1. benar merupakan korban gnmsm m_EE relokasi pemerintah*) yang rumahnya terdampak;

2. memiliki keterbatasan daya beli karena berpenghasilan rendah;

2. memiliki tanah/menguasai tanah*) dengan bukti legal, tidak dalam status
sengketa, dan sesuai tata ruang u,&_mwm? :

4 belum memiliki rTumah/mémiliki dan menempati rumah satu-satunya
dengan kondisi tidak layak huni*); _

5. belum pernah memperoleh bantuan ﬁﬁdag sejenis dalam jangka
waktu 10 tahun terakhir; -

6. akan menggunakan dana bantuan sesuai ketentuan dan sanggup
menyelesaikan rumah sesuai dengan rencana teknis dan Rencana
Anggaran Biaya (RAB) sehingga En&m& layak huni dalam tahun
anggaran berjalan;

7. akan menghuni rumah yang telah a_ﬁ:mxmﬁwm: dan tidak akan
memindahtangankan kepada pihak lain tanpa alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan; | .

8. bersedia diaudit oleh pihak %»:m berwenang;

9. memberi kuasa kepada pihak yang n.:.:&:w untuk melihat dan melalukan
mutasi isi rekening ﬁﬂ:u.m_.ﬁwa bantuan; dan s

10. bersedia menerima sanksi berupa pengembalian dana bantuan yang tidak
saya manfaatkan sesuai ketentuan pelaksanaan kegiatan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenamya, saya bersedia
dituntut di hadapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

.......................... 20
Mengetahui,
©q. Y menyatak
Lurah/ Kepala Desa............. g ey -
~ Stempel
L inissiprpadessmias hsinisomins i o srsnsasoyss i 3

*) coret yang tidak perlu
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| EMBAR VERIFIKASI PROPOSAL BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI BAGIKORBAN
BENCANA ALAM/ BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM
PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA*)

Desa/Kelurahan : : Yo

Kabupaten/Kota
Jumlah Penerima Bantuan : Q-.u.:n‘
e T | e BelEEEPER SR Dscil
ebena
i wnsﬂmwﬁw MMMN.M NIK | Alamat =T
Bantuan _ Al| A2| A3| A4| A5| A6 va| Tidak
H —
2
n
Keterangan:

A1. Surat Permohonan _
A2. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ; vt I

A3. Salinan Kartu Keluarga (KK)

A4. Surat Pernyataan Calon Penerima Bantuan .

AS. Salinan Sertifikat tanah atau-bukti wmua__wm?miwormummmmn tanah dari pejabat yang berwenang
- | - ;

(untuk korban bencana) ¢ _

A6. Lembar Verifikasi Calon Penerima Bantuan _

Rekomendasi Verifikatur

Tanda
Tangan &
iy Hore : Stempel Keterangan/

No. | Jabatan Nama dan NIP raninEs Tanggal | ™~ iatan

. Instansi
1
¢ NIP |
n _ !

*) coret yang tidak perlu -

3t g VALY
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~ PERMOHONAN BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA ALAM/ BAGI

MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN

BULUKUMBA®)
....................... 20.
Kepadsa Yih.:
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bupati......-.. B T
¢4 Dinas

Perihal : Permohonan Keglatan Bantuan Rumah Layak Huni bagt Korban
Hencana Alam/ Bagi Masyarakat yang Terkena Helokas: Program Pemerintab
Kabupaten Bulukumba®) Tahun 20.

Says yang bertanda langan 4 bawal 1

MNama

bhmur 3 Tahun
Vekerjaan

Alamat |

Desa/Kelurahan
Kecamatan Kabupaten/Hots

Dengan ink menyalakan hahwa saya

1. Wargs Segara Indonesia dan sudah berkeluarga,

7 memiliki tanah/ menguasal taneh®) dengan Buktl kepernilian f bukil
penguasans *lyang jelas dan saty juntuk korban bencanal

3. bebum  memilkd  rumah/memilid dan mencmpati saiy-satunya
rumah dengan kondisi tdak layak huni®i

4. belum pernab  memperoleh bantuan perumatan  scenis  dalam
jangkawakiu 10 {sepulub) whun trrakhis,

S, berpenghasilan maksimm schraar UMK/ P "4, dan

6 Dersedia mengieutl kelentuan prograis,

Sehubungan dengan hal ersebus di atas, sava mengaiukan permmahonan
untuk dapat

diverikan Bantuan Rumah Layak Huni bagi Norban Bencans Alam/ Bagi

Manyarakat vang Terkena Relokast Program Pemerintab Kabupaten Bulukumba®)
Tahun 20...

Sebagai kelengkapan permobonan inl, bersama inf saya lampirkan:
a salinan KTP dan KK yang masih berlaku,
b. surat permyataan penghasilandiketahul kepals desa/lurah/instans

empatbekeria®);
¢. fotokopi sertifikat hak stas  tanah/surat  buky  kepemilikan

i [V 21X

i [ 4
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tanah/surat  keterangan menguasai tanah dari  kepala
desa/lurah/camat*) (untuk korban bencana);
d. surat pernyataan mengikuti program; -

Demikian surat permohonan ini beserta |lampirannya saya buat n,mnu.ummb
sebenar-benarnya dan sayabertanggung jawab terhadap kebenaran isinya,
untuk kiranya dapat dikabulkan. v ;

Mengetahui dan menyetujui, .

Lurah/Kepala Desa......ciwsereeser i Pemohon,
Stempel i
(nama lengkap dan tandatangan) = . . ' (nama lengkap dan tanda tangan)
Catatan: ”_

*} coret yang tidak perlu

»*) dipilih nilai rupiah tertinggi

TR
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‘BUPATI BULUKUMBA
m.WOSZmH mGEEQmUmH SELATAN

, mnm_ucecmmwz md_u}ﬂ wcrdﬂcgmb

“TENTANG

PENETAPAN PENERIMA w»z,ﬁcbz chbmgdwmn HUNI BAGI KORBAN BENCANA
ALAM/ BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA 'RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH

N}wcwwﬁmz mGrGNGZW.PJ

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
~ BUPATI mcEmczw?

Menimbang : a. bahwa a&mﬁ Hmbm_ﬁm penanganan rumah yang terdampak

bencana alam. mﬂms %mbm terkena relokasi program pemerintah

berupa penyediaan wnamb yang layak bagi masyarakat;

b. bahwa untuk Wm_mnomn_mu dan tertib administrasi pelaksanaan

Mengingat : 1.

program -dimaksud, “m&ﬁalmwmb petunjuk  pelaksanaan
vaUmumu_ademd @a_ﬁ_a\..w&mmn rumah layak huni;

bahwa wmammmu.wg Ungdmbmmb sebagaimana dimaksud
dalam huruf a mmb HEH.E, b, perlu menetapkan penerima
wmﬁnzmb WﬂEmﬁ bm%mw Huni Bagi Korban Bencana Alam/ Bagi
mewmam.rmn Yang - ,_.mww@nm Relokasi Program woaosbg
Kabupaten WE:W:Ede...

csambm*c:nmﬂm ZoEoH, mw Tahun 1959 tentang pembentukan
Daerah .Dnmwmﬂ I m_, md.mg:m@r (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun Emo zoEB. 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik _Daosgm zogea Hmwmu

Cnambm-duambm . ZQEQ 24 Tahun = 2007 tentang
vnnmbmw:._mbm,mb wgombm (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 ZOBOn___wm, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4723); |

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan

Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia

el (M7 1Y
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Tahun 2011 ZOEQ .w ama_umwmb 'Lembaran Negara Republik
Indonesia ZOEOH 5188); -
dnam:m..c:mmwm Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
Fmadmamn Negara moﬁsgw Indonesia Tahun 2011 Nomor 108,
Tambahan rma,amqmb memﬁm Republik Indonesia Nomor 5252)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 ﬁmambm Qvﬁm Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020. 2059. 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor. mmqwr )
Gnnmbm.cuambm. Nomor _mm_ .H,&Eu moz ﬁmdﬁmﬁm Pemerintahan
Daerah anwdmﬂmb zmmwh.m mech\n Indonesia Tahun 2014
Nomor 58, .H,Eﬂdm:mb HthmHmb Negara Republik Indonesia
Nomor mmm.d mmcmmEBmEm telah diubah beberapa kali terakhir
dengan GuamBm -Undang * Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Rmsmbmms antara Pemerintah  Pusat dan
HuoEnnnﬂmrbd Daerah Fmadmhmn Negara Republik Indonesia
Tahun woww Nomor n_ g,ﬁHudmwmb Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);
. "Peraturan ﬂmamﬂsﬁ% 2058. 21 Tahun 2008 tentang
vmu%&mbmmm..mmb m.mzmbmmc__mbmmb Bencana (Lembaran Negara
Republik Fnoﬁmw_ﬁ Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara ma.v.szﬁ Indonesia Nomor 4829);
Peraturan _uoao:snmﬁ ZOEOH 22 Tahun 2008 tentang
wobam:mmn amﬂ mmdm&ogmmﬂ Bantuan Bencana (Lembaran
Negara moﬁcwEn Fao:mm_m Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan
Lembaran memam Woﬁ:.orw Hdao?o.mum Nomor 4830);
Peraturan Huoamdsﬁm.w 2059. 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan mmwcﬁmsmb dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Woﬁﬂvﬁw Indonesia Tahun 2016 Nomor 101,
tambahan Lembaran memam Republik Indonesia Nomor 5883)
sebagaimana Hﬂmw n:&cm&. noﬁmmﬁ Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun womw ﬁobnm.sm ﬂmE,amrms atas Peraturan Pemerintah
Nomor 14 .H.E‘En mo 16 tentang Penyelenggaraan Perumahan
dan mmimmmb wochESmu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun. wowH 2039, 22, g_um:mb Lembaran Negara
Republik Enoﬁn.ﬂw ZQ_EQ.WGS 4);
Peraturan ,Eoﬁmﬁ.,vmm&wmb Umum dan Perumahan Rakyat

Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar

w1V %1

\J 7 //




o Ty

Menetapkan : Keputusan Bupau/Walikota

KESATU

KEDUA

FORMAT 9

Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;

10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9
Tahun 2020 tentang Penggunsan Dana Stap Pakai (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482},

11. Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419},

12. Peraturan Daerah nomor 21 tahun 2012 tentang Rencana
Umum Tata x_cwnm Wwilayah Kabupaten Bulukumba (Lembaran
Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 21)

13, Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2014 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2014
Nomor 9j;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2019
tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Duerah kabupaten Bulukumba Tahun 2019 Nomar 8),

15 Peraturan Bupati __?c:ﬁa.ﬁ: Bulukumba Nomor ... Tahun
2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Penyedisan
Rumah f&.nn Huni Bagi Korban Hencana Alam Dan Bag
Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemenntah

Kabupaten Bulukumba,
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Peranghal
Daerah (DPA-SKPD} ........cooooioen.. Romor
Tanggal ......c.ooeevvirivinnns
MEMUTUSKAN:

_ AP S PTO DT POT
Penerima Bantuan Rumah Lavak Huni bag Korban Bencana Alam/
Bagt Masyarakat yang Terkena Helokasi Program Pemerintah
Kabupaten Bulukumba®) Tahun Anggaran 20

t Menetapkan Penerima Bantuan Rumah Layak Hum bagi Korban

Bencana Alam/ Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program
Pemerintah  Kabupaten  Bulukumba®y di  Kelurahan/Desa
.................... Kecamatan ............... Kabupaten Bulukumba
Tahun Anggaran 20.., sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tdak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

: Penerima Bantuan scbagaimana dimaksud diktum KESATU wajh

mengikuti program Bantuan Rumah Lavak Huni bagi K
| . . . v gl Korban
mﬁnnaam_, Alam/ Bagi Masyarakat vang Terkena Relokas: Program

P TFIS

/




,” mﬂmﬁmﬁ%

KELIMA

FORMAT 9

Pemerintah Kabupaten Bulukumba®) sesuai ketentuan perundang-
undangan.

- 8elama proses pengadaan dan penyerahan bantuan sebagaimana

dimaksud diktum KESATU, tidak dipungut biaya dari masyarakat
atau penerima bantuan tersebut.

:Segala biaya yang tmbul akibat ditetapkannya keputusan in

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 20, pada pos anggaran DHRBE o1 ioeoseesarsnsssiseiasssmabsnsnsanssss

. Keputusan ini mulai beriaku pada tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabia terdapat kekelinuan didalamnya akan diadakan
perbaikan sebagalinana mesunya.
Ojtetapkan di Bulukumba
pada tangga! ——— :
BUPATI BULURKUMBA,
(huruf kapital tanps gelar)
Disahkan i Bulukumba
pada tanggal .o 20....
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA,

(huruf kapital tanpa gelari

NP oo

Tembusan:

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Bulukumba
2. Kepala Inspekiorat Daerah Kabupaten Buluhumba

3. Pertinggal

*) coret yang udak perlu
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r__;;?'ﬁMPlRAN . KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA

MAH LAYAK HUNI BAGI
MASYARAKAT YANG

| TENTANG : PENETAPAN PENBRIMA BANTUAN RU
(NTAH KABUPATEN

KORBAN BENCANA ALAM/ BAGI
TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMER

BULUKUMBA*)

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN RUMALH LAYAK HUNI BAGI KORBAN
BENCANA ALAM/ BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM
PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBAY)

R

NO. JENST | ik .
NO. | gnpa| NAMA | gprammy | NE ol

Bl W |

Ditetapkan di Bulukumba

~ pada tanggal ......coveenninnennnes
“BUPATI BULUKUMBA,

(luituf kapital tanpa gelar)

)
ats !

'

!
i
!
|
§

i . *) coret yang tidak perlu

o E P
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PERMOHONAN BANTUAN RUMAH BAGI KORBAN BENCANA A

FORMAT 10

PROPOSAL

BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM
PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA*)

LOGO

KELU RAHAN/DESA ....................
KECAMATAN .................................

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
' TAHUN 20..

*) coret yang tidak perlu !

MRIELA [ 0
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LATAR BELAKANG

Keluarga adalah Komplek terkecil dalam masyarakat dan rumah merupakan tempat
kebutuhan pokok dalam keluarga, karena rumah merupakan suatu sarana untuk bertempat
masih banyak warga

tinggal namun perlu kami snmp:iikan_bah‘_wa di wilayah kami
ari dampak Bencana

masyarakat yang tinggal di rumah yang tidak layak huni akibat d

Alam, Adapun masyarakat ini tergolong pada keluarga kurang mampu dan tidak

apat mencukupi kebutuhan sehari-harinya .

mempunyai penghasilan tetap yang d
erhatian khusus dari pemerintah

Berdasarkan uraan di atas, maka dengan ini kami mohon p

Kabupaten Bulukumba

MAKSUD DAN TUJUAN °

Adapun maksud dan tujilan--kami‘ adalah ingin membantu membenahi dan membangun

Rumah warga masyarakat yang tidak layak huni akibat dari Bencana Alam. Sehingga
g layak untuk kcl_uargﬁ Korban Bencana Alam. Berdasarkan pemikiran
untuk mufakat melaksanakan

g berada di Kelurahan/ Desa

membuat rumah yan
di atas bahwa kami bermusyawarah dengan tokoh masyarakat

pembangunan/rehabilitasi untuk keluarga kurang mampu yan

kami. (Daftar dan nama-nama terlampir)

SARANA PEMBANGUNAN

Pelaksanaan Pembangunan/Rehab
"... unit rumah bagi keluarga yang tidak mampu atau keluarga fakir

ilitasi Rumah bagi Korban Bencana Alam akan

dialokasikan untuk

miskin yang berada di Kelukah.au}" ‘Desa .:.‘_. ......... Kecamatamn .......eoseeees Kabupaten

Bulukumba.

PENUTUP

1
Demikian proposal ini kami sampaikan dan bésar harapan kami proposal pengajuan bantuan
ini sebagai bahan kajian dan pertimbangan untuk mendapat perhatian khusus dari berbagai

pihak Pemerintah Kabupaten Bulukumba.

Kepala Desa
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KOP KELU RAHAN/ DESA

Bulukumba, . 202..

Usulan  Calon Penenima  Bantuan

Rumah bagi Korban Bencana Alam/  Kepada Yth'
Bagi  Masyarakat  yang'  Terkena .

Relokasi  Program  Pemerintah  Bupati Bulukumba

Kabupaten Bulukumba®) Tahun 202..,
Cq. Kepala Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

di
Bulukumba

Dalam rangka mendnkung program’ pemerintah untuk pencapaian SPM di Kabupaten

Bulukumba menyangkut ketersediaan ‘Rumah sehatRumah Layak Huni, m
Alam/ Bagi Masyarakat

aka dengan ini kami

mengajukan proposal permohonan Rumah 'Layak Huni bagi Korban Bencana

vang Terkena Relokasi Program Pemerintah Ka_bﬁpatcn Bulukumba®*) di Kelurahar/ Des@ «........ -

Mengingat program tersebut di atas dipaﬁdang perlu dan mendesak, besar harapan kami agar
proposal ini dapat terealisasi. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan foto-foto Rumah dan data-
data Penerima Manfaat. :

Demikian proposal ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahu,
.. i sssscns ] . (. Lurah/Kepala Desa
Stempel _ R - Stempel
NIP.

Tembusan disampaikan kepada:
1. Yth Bapak Bupati, -
2. Yth DPRD Provinsi, :
3. Yth. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan,
4. Arsip. . . L
*) coret yang tidak perlu LA =k 53 A
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USULAN CALON PENERIMA BANTUAN

Kepala Rumah Tangga
‘Namalengkap |

~NIK

Tempat,  Tangeal
Lahw

Alams
KK Penghuni
Nama KX

Na KK

Jumizh  Anggota
Keluargs (Orang)

KK Lain  (Jika
Ads) {(KK)

No KK Lain (Jika
Ads)

DATA RUMAH
Fisik Bangunan

fuss  Bangunan
(M2}

Luas Kepling (M2)

Llgia Bangunan
{Tehun)
Legalitas

Status Penghunian  ©— Milik O Sewa. 7 Rumah Orang Tua ' Lam-Lam..... . ...

Pemilik Bangunat . ..o s e NaL b e tdiit nomor
sertifikat kepemilikan)

Status Penghunian T Milik " Sewa U Tanah Orang Tua = Lain-Lain.....................
Pemilik Tansh NO...ooo v ieens o (dliisSY nomor

mmﬁkﬁkzpemilignﬁ)
e b | R X
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LoMiA L Sewa ‘ © Tanah Orssg Tus ~ Lam-lan

Mgy . Rk Paish

Woteh © Lukamg Eoolwd
T [sbang Leger
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{NPIRAN FORMAT PENILAIAN KUALTTAS RUMAH

MINISTRASI

OTOKTP “[FQIO PEMILIK
ot i
FOTO BUKTI PEMILIKAN TANAH - .
o !
|
FOTO KK 1

Pl
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‘010 TAMPAK SAMPING KANAN

FQTO TAMPAK ¢ ING KIR]

. 2 o e e
~ |FOTQ rAMPAK BELA ANG

STRUKTUR EKSISTING

FONDASL _~ _SLOOF,

FOTO _FONDASI
ISLOOF*)

FOT0 KOLOM . TIANG

FOTO RING BALOK

“FOTO RANGKAATAP

e e
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,

FOT0 JENDELA_BURAAN

/

MUCHTAR ALI YUSUF




